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Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OI4 tentang
Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan
Kerja dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan
Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2OI4 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan
Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 7970 tentang
Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun L97O Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2791;

Mengingat :
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3. undang-undang Nornor g6 Tahun 2oog tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun
2a09 Nornor !44, Tambahan Lembaran Negara Repubrik' Indonesia Nomor 5063);

4, Undang-Undang Nomor S Tahun 2OL4
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubtik
2OI4 Nornor 6, Tambahan Lembaran
Indonesia Nomor 5949);

tentang Aparatur
Indonesia Tahun
Negara Republik

5' Peraturan pemerintah Nomor L6 Tahun tgg4 tentang
Jatratan Fungsional pegawai Negeri sipil (Lembaran
Ilegara Republilr Indonesia Tahun Lgg4 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Ind.onesia Nomor
3547), sebagaimanat telah diubah dengan peraturan
Peme'intah Nomor 40 Tahun 2oro (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5r, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor s 12 1);

5. Peraturan pemerintah Nomor gr Tahun 2000 tentang
Formasi pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republik
Indorresia Tahun 2oo0 Nomor rg4, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana
telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor s4Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor rz2, Tambahan Lembaran Negara
R.publik Indonesia Nom or 4332);

7. Pera-turan pemerintah Nomor 9g Tahun 2000 tentang
Pengadaan pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara
Republik Indr:nesia Tahun 2000 Nomor 1gs, Tambahan
Lembaran Negara Repubrik Inrronesia Nomor +o16),
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan pemerintah Nomor 7g Tahun 2ors (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 1gg,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor
5a67j;

8 Peraturan pemerintah Nomor gg rahun 2o0o tentang
Kenaikan Pangkat pcgawai Negeri sipil (Lembaran Negara
Republik Incionesia Tah.un 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4orrl,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah
Nomor 12 Tahun 2oo2 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2oo2 Nomor Jz, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indohesia Nomor a193);
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9 . Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan pelatihan Jabatan pegawai Negeri sipil(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 20ooN,omor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aOIg);

10, Peraturan pemerintah Nomor g Tahu' 2003 tentangWerverrang pengangkatan, pemindahan, 
- 
;;,Pemberhentian pega-,vai Negeri sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 6g rahun 20og (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomo r 164);

1 1' Peraturan pemerintah Nomor s3 Tahun 2oro tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indt'rnesia Tahun 2oro Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Irlomor S135);

12' Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2or1 tentang
Penilaian p'estasi Kerja pegawai Negeri sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2ofi Nomor L2r,
Tarrrbahan Lemharan Negara Republik I'donesia Nomor
s2s8);

13' Peraturan Penrerintah Nomor 50 Tahun 2or2 tentangPenerapan Sistem Manajemen Keselamatan danKesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2,012 Nomor 100);

14' Keputusan presiden Nomor gr Tahun rggg tentangRnmpun Jabatan Fungsional pegawai Negeri sipil
sebagailnana telah diubah dengan peraturan presiden
Nomor gr Tahun 2or2 {Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235) ;

1 5 ' Peraturan presiden Nomor 4T Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan organisasi Kementerran Negara

. sebagaimana terah empat kari diubah terakhir denganPerat'ran presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor I 2s);

16' Peraturan presiden Nomor 24 Tahun 20 r 0 tentang
Kedurdukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara sertasusunan organisasi, Tugas, dan Fungsi Eseron IKementerian Negara sebagaimana terah empat katidiubah terakhir dengan peraturan presiden Nomor 56Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun ZOll Nomo r 142);
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17. Peraturan presiden Nomor 5g rahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Repubrik
Indonesia Tahun 20lS Nomor 12E);

18. Peraturan Menteri pen,Cayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Repubrik Indonesia Nomor 36 Tahun
20 14 tentang Jabatan F ungsionar penguji Keseramatan
clan Kesehatan Ker.l'a rlan Angka kreditnva (Berita Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2or4 Nomor 1799):

MEMUTUSKA,N:

PERATURAN BERSAMA MENTERI KETENAGAKERJAAN DANKEPALA BADAN KEPEGAWAIAN I,IEGARA TENTANG KETENTUANPELAKSAI'TAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIKINDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2OL4 TENTANG JABATANFUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DAN ANGKA KREDITNYA.

Pasal I

Ketentuan pelaksanaan pe ratura' Menteri pendayagulraan
Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Jabatan Furrgsionar penguji
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya,
sebagaimema tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 2

untuk mempermudah pelaksanaan peraturan Bersama ini,dilampirkan peraturan Menteri penclayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36
Tahr-rn 2014.

Pasal 3

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam peraturan
Bersama ini ciiatur lebih lan;ut oleh Menteri Ketenagakerjaan.
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Pasal 4

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal di
undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal $ J.r.,u , ri 30

MENTERI HUKUM DAN

BERITA N

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1i Ja''uari 2O1,

MENTERI
KETENAGAKERJAAN.

-

\
--'-

M. HANIF DHAKIRI

SIA

ESI

NNA H.LAOLY

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2e^15 NOMOR Zl

EKO SUTRISNO



LAMPIRAN I PERATURAN BERSAMA

MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR:1TAHUN2015
NOMOR:2TAHUN2015

KETENTUAN PELAKSANAAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2OL4

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DAN ANGKA KREDITNYA

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Bahwa dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OI4

telah ditetapkan Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan

Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya.

2. Bahwa untuk menjamin keseragaman dan memperlancar pelaksanaan

Peraturan Menteri tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan

Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegawaian

Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2Ot4 tentang Jabatan Fungsional Penguji

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya.

B. TUJUAN

Ketentuan pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan pedoman

kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dan pejabat yang

berkepentingan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36

Tahun 2Ot4.

C. PENGERTIAN

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3

adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah

terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
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2. Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang
selanjutnya ctisebut Jabatan Fungsional Penguji K3 adalah jabatan
yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melakukan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi
K3.

3. Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut
Penguji K3 adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan
pengujian K3 dan kompetensi K3.

4. Pengujian K3 adalah serangkaian kegiatan penilaian suatu obyek
keselamatan dan kesehatan kerja secara teknis dan/atau medis yang
mempunyai risiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau
dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis dan
atau medis yang telah ditentukan.

5. Kompetensi K3 adalah pengembangan ilmu pengetahuan,
keterampilan dan sikap/perilaku keselamatan dan kesehatan kerja
dalam pelakqanaan profesi di bidang keselamatan dan kesehatan
kerja.

6. Kecelakaan Kerja adalah suatu kecelakaan yang berkaitan dengan
hubungan kerja dan perusahaan.

7. Penyakit Akibat Kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh
pekerjaan atau lingkungan kerja.

8. Higiene Industri adalah ilmu dan seni yang menerapkan upaya
pengenalan, pengukuran, pemantauan, evaluasi dan pengontrolan
potensi bahaya di tempat kerja.

9. Kesehatan Tenaga Kerja adalah ilmu dan penerapannya yang
bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan
yang setinggi-tingginY&, baik fisik, mental maupun sosial dengan
usaha preventif dan kuratif, terhadap gangguan kesehatan yang
diakibatkan faktor pekerjaan dan lingkungan kerja.

10. Ergonomi adalah penerapan ilmu-ilmu biologis tentang manusia
bersam.a-sama dengan ilmu teknik dan teknologi untuk mencapai
penyesuaian satu sama lain secara optimal dari manusia dan
pekerjaannya.

1 1. Keselamatan Kerja adalah pengetahuan dan penerapannya dalam
usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit
akibat kerja.

i'2. Tenaga Kerja adalah tiap orang yang rnampu melaksanakan pekerjaan
baik didalam maupun di luar hubungan kerja, menghasilkan barano
atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk hidup.

13. Manajem.ein Risiko K3 adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen
dalam penanggulangan risiko K3, terutama risiko yang dihadapi oleh
perusahaan, tenaga keda, maupun lingkungan sekitar.
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14. Lingkungan Kerja atau Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau
lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga
kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk
keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-
sumber bahaya.

15. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penguji K3 yang
selanjutnya disebut Tim Penilai adalah Tim Penilai yang dibentuk dan
bertugas menilai prestasi kerja Penguji K3 yang ditetapkan oleh
pejabat sesuai peraturan perundang-undangan.

16.Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan danlatau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai Penguji K3
dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

17.Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil
penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh Penguji
K3, baik perorangan atau kelompok di bidang K3.

18. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan
oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan
perundang-undangan.

19. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Penguji K3.

TUGAS POKOK, JENJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

A. TUGAS POKOK

Tugas pokok Penguji K3 yakni melaksanakan pengujian K3 dan
kompetensi K3 yang meliputi perencanaan kegiatan K3, pengujian higiene
industri, pengujian kesehatan tenaga kerja, pengujian ergonomi,
pengujian keselamatan kerja, pengujian kompetensi K3, pengendalian K3,
pengkajian K3, dan evaluasi dan pelaporan pelayanan K3.

B. JBNJANG JABATAN DAN PANGKAT, GOLONGAN RUANG

1. Jenjang Jabatan Fungsional Penguji K3, yaitu:
a. Penguji K3 Ahli Pertama;

b. Penguji K3 Ahli Muda; dan

c. Penguji K3 Ahli Madya.

2. Pangkat, golongan ruang Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada
angka 1,, yaitu:

a. Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat:

1. Penata Muda, golongan ruang III la; dan
'2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Penguji K3 Ahli Muda, pangkat:

1. Penata, golongan ruang III lc; dan

2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.



3.

-4-

c. Penguji K3 Ahli Madya, pangkat:

1. Pembina, golongan ruang IY I a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruanglV lb; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang untuk masing-masing
jettjang Jabatan Fungsional Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada
angl;a 2, berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan untuk
masing-masing jenjang jabatan.

Contoh:

Sdr. Saptadji, ST, NIP. t 9880510 2oI303 1 00 1 , pangkat Penata
Muda, golongan ruang III la akan diangkat dalam Jabatan Fungsional
Penguji K3.

Berdasarkan hasil penilaian dari:

a. Pendidikan sekolah Sarjana (S1) sebesar 1OO angka kredit.
b. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III sebesar 2 angka

kredit.

c. Pelaksanaan tugas pengujian K3 sebesar 6 angka kredit.

Jumlah angka kredit yang ditetapkan sebesar 108.

Dalam hal clemikian jenjang jabatan untuk pengangkatan Sdr.
Saptadji, ST sesuai dengan parrgkat, golongan ruang yang dimiliki
yakni Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang
III I a.

Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Penguji K3 berdasarkan jurnlah angka kredit yang dimiliki
setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit, sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat
tidak sesuai dengan jenjalrg jabatan dan pangkat, golongan ruang
sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Contoh:

Sdr. Suparta, ST, M.Si, NIP. I97 10705 199503 I 00 I , pangkat

Pembina, golongan ruang IY la, jabatan Kabid Pengkajian dan Bimtek
Pelayanan K3 akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3.

Berdasarkan hasil penilaian da,:i tim penilai, sdr. Suparta, ST, M.Si
memperoleh angka kredit sebesar 37 5, dengan perincian sebagai
berikut:

a. Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.
b. Diklat fungsional Penguji K3 keahlian sebesar 20 angka kredit.
c. Pelaksanaan tugas pengujian K3 dan kompetensi K3 sebesar 150

angka kredit.

d. Pengembangan profesi sebesa r 25 angka kredit.
e. Penunjang tugas, Penguji K3 sebesar 30 angka kredit.

4.
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Mengingat angka kredit yang dimiliki sdr. Suparta, ST, M.Si sebesar
375, sehingga penetapan jenjang jabatan yang bersangkutan tidak
sesuai dengan pangkat, golongan ruang yang dimiliki yaitu Penguji K3
Ahli Muda, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a.

.,ENILAIAN ANGKA KRBDIT BAGI PENGUJI K3 YANG MELAKSANAKAN
TUGAS TIDAK SESUAI DENGAN JENJANG JABATANNYA

1. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penguji K3 untuk
melaksanakan tugas sesuai dengan ienjang jabatanny&, maka Penguji K3
lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang
jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

2. Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud
pada angka 1, ditetapkan sebagai berikut:

a. Penguji K3 yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang
jabatantry&, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80%
(delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan,
sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36
Tahun 2OI4.

Contoh:

Sdr. Charles, SKM, NIP. I975O22O 2OO003 2 OO1, jabatan Penguji K3
Ahli Muda, pangkat Penata Tinglcat I, golongan ruang III/d pada unit
Dinas Ketenagakerjaan. Yang bersangkutan ditugaskan untuk
Menyetujui laporan akhir pengkajian K3 dengan angka kredit O,75
Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penguji K3 Ahli Madya.

Dalam hal ini angka kredit yang diperoleh sebesar 80%o X O ,75: O,60

b. Penguji K3 yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang
jabatanny?, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100%
(seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 20 14.

Contoh:

Sdri. dr. Purwati, NIP. L97BO32O 200009 2 OO1, jabatan Penguji K3
Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIIIc pada unit
Dinas Ketenagakerjaan. Yang bersangkutan ditugaskan untuk
melakukan pengujian rontgen foto thorax dengan angka kredit O,O4

Kegiatan dimaksud merupakan tugas jabatan Penguji K3 Ahli
Pertama.

Dalam hal ini angka kredityang diperoleh sebesar lOO% X 0,04 = 0,04
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IV. PE.IABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN PERTAMA,

DAN PENGANGKATAN DARI .IABATAN LAIN

A. PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT

Pengangkatan PNS dalam Jabatan F\rngsional Penguji K3 ditetapkan oleh
pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PENGANGKATAN PERTAMA

1. Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji K3

n:erupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon

PNS.

2. Persyaratan pengangkatan pertalna dalam Jabatan Fungsionai
Penguji K3 harus memenuhi syarat:

a. berijazdh paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV (DIV) ilmu teknik,
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), kesehatan,
manajemen, dan kualifikasi lain yang ditentukan oleh Menteri
Ketenagakerj aan dan Transmigrasi;

b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang
lll / a;

c. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional
Penguji K3; dan

d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu)

tahun terakhir.

3. Calon PNS ilengan formasi Jabatan Fungsional Penguji K3 setelah
diangkat sebagai PNS paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan
lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penguji K3.

Contoh:

Sdr. Rahmat, ST NlP. 19860209 201003 1 O07 terhitung mulai tanggal
1 Maret 2010 diangkat menjadi Calon PNS, golongan ruang III/a,
selanjutnya yang bersangkutan diangkat menjadi PNS pangkat Penata

Muda, golongan ruang III / a terhitung mulai tanggai 1 April 20 1 1 .

Dalam hal dernikian paling lama tanggal 31 Maret 2013 yang

bersangkutan suda.h harus mengikuti dan lulus diklat Jabatan
Fungsional Penguj i K3.

4. PNS yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 paling lama
1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan
Jabatan Fungsional Penguji K3 harus diangkat dalam Jabatan
Fungsional Penguji K3.

Contoh:

Sdr. Rahmat, ST NIP. 19860209 201003 1 007, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a telah mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan Jabatan Fungsional Penguji K3 tanggal 3l Maret 2012.
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Dalam hal demikian paling lama tanggal 31 Maret 20 13 yang
bersangkutan sudah harus diangkat dalam Jabatan Fungsional
Penguji K3.

5. Keputusan pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji
K3 dibrrat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak
La.rmpi rarn I a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bersama ini.

C. PENGANGIGTAN DARI JABATAN LAIN

1. Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional
Penguji K3 dapat dipertimbangkan, apabila:

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2;

b. merniliki pengalaman di bidang pengujian K3 dan kompetensi K3
paling kurang 2 (dua) tahun; dan

c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
Pengalaman di bidang pengujian K3 dan kompetensi K3 sebagaimana
dimaksud pada,angka t huruf b, dapat secara kumulatif.
Contoh:

Sdr. Gunawsr, S.Si NIP. 19680905 199103 I OO 1, pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang III I d, menduduki jabatan Pengawas pada
unit teknis Dinas Ketenagakerjaan, pada waktu menduduki jabatan
Pengawas, yang bersangkutan melakukan kegiatan pengujian K3 dan
kompetensi K3 selama I (satu) tahun.

Yang bersangkutan dirnutasi menjadi Pengawas pada unit Tata
Usaha Dinas Ketenagakerjaan, pada waktu menduduki jabatan
Peugawas pada unit ini yang bersangkutan tidak melakukan kegiatan
pengujian K3 dan kompetensi K3.

Kenrudian yang bersangkutan dimutasi lagi menjadi Pengawas pada
unit teknis Dinas Ketenagakerjaan, pada waktu menduduki jabatan
Pengawas, yang bersangkutan juga melakukan kegiatan pengujian
dan kompetensi K3 selama 1 (satu) tahun.

Dalam hal demikian maka Sdr. Gunawan, S.Si memiliki pengalaman
di bidang pengujian K3 dan kompetensi K3 selarna 2 (dua) tahun.
Usia sebagaimana dimaksud pada angka t huruf c, merupakan batas
usia paling lambat penetapan keputusan pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional Penguji K3, oleh karena itu pengajuan usulan
sudah diterima oleh Pejabat sesuai peraturan perundang-undangan
paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan.

Contoh:

Sdri. Kartika, ST NIP. 19640408 199103 2 OO 1 , pangkat Penata
Tingkat I, golongan ruang IIIld, menduduki jabatan Analis kimia pada
Balai K3.

2.

3.
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Apabila yang bersangkutan akan dipindahkan ke dalam Jabatan
Fungsional Penguji K3, maka pengajuan usulan sudah diterima oleh
pejabat sesuai peraturan perundang-undangan paling lambat akhir
bulan Oktober 20 13 dan penetapan keputusan pengangkatannya
paling lambd.t akhir bulan Maret 2OI4, mengingat yang bersangkutan
lahir bulan April 1964.

Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada
angka 1, sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatannya
ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 4 ditetapkan
dari unsur utama dan dapat ditambah dari unsur penunjang.

Angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak didasarkan
pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi didasarkan pada
kegiatan unsur utama dan dapat ditambah dari kegiatan Llnsur
penunJang.

Contoh:

Sdr. Bagas, S.Si, MM, NIP. 19710705 199503 I 001, Pangkat Pembina,
golongan ruang IV la, jabatan Kabid Pelayanan Teknis pada Balai
Besar K3 akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3.

Selama menduduki jabatan tersebut, yang bersangkutan melakukan
kegiatan antara lain:

a. Unsur utama

1) Pendidikan sekolah Magister (S2) sebesar 150 angka kredit.

2l Diklat fungsional Penguji K3 sebesar 20 angka kredit.

3) Pelaksanaan tugas pengujian K3 dan kompetensi K3 sebesar
145 angka kredit.

4) Pengembangan profesi sebesar 20 angka kredit.
b. Unsur penunjang

1) Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pengujian
K3 dan kompetensi K3 sebesar 2 angka kredit

2l Mengikuti semrnarf lokakarya sebagai peserta sebesar 1 angka
kiedit

Dalam hal demikian, angka kredit ditetapkan dari unsur utama dan
unsur penunjang yakni sebesar 338 angka kredit dan tidak
didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang.

Keputusan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan
Fungsional Penguji K3 dibuat menurut contoh formulir sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

5.

6.

7.
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V. PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT.

A. PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

1. Pengusulan penetapan angka kredit disampaikan oleh pimpinan unit
kerja paling rendah pejabat Pengawas yang bertanggung jawab di
bidang kepegawaian dengan melampirkan daftar usulan penetapan
angka kredit dan bukti fisik setelah diketahui atasan langsung Penguji
K3 yang bersangkutan kepada pejabat yang mengusulkan penetapan
angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum
dalam Anak Lampiran I-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bersama ini.

2. Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit menyampaikan
bahan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit dibuat menurut contoh formulir
sebagaimana' tercantum dalam Anal< Lampiran l-cl yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

3. Usul penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 2
dituangkan dalam daftar usul penetapan angka kredit Penguji K3
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampirair I-e sampai dengan Arri'.rk Lampiran I-g yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

1. Setiap usul penetapan angka kredit Penguji K3 harus melampirkan:
a. Surat pernyataan mengikuti pendidikan dan pelatihan

fungsionallteknis Jabaf.an Fungsional Penguji K3, dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Anak La.rmpirern I-h;

b. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengujian K3 dan
kompetensi K3 dibuat mellurut contoh formulir sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran I-i;

c. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Anak Lampiran I-j; dan

d. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut
contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Li,rmpirern I-k.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
5. Surat pernyataau sebagaimana dimaksud dalam angka 4 harus

disertai dengan bukti fisik.

B. PENILAIAN DAN PtrNETAPAN ANGKA KREDIT

1. Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Penguji K3
dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Contoh:

Prestasi kerla Penguji K3 mulai I Januari 2OI4 sampai dengan 31
Desember 2OI4 harus dinilai dan ditetapkan paling lambat bulan
Januari 20 1 5.
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Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat
Penguji K3 dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan
pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan

paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan

paling lambat pada bulan Juti tahun yang bersangkutan.
Penetapan angka kredit Penguji K3 ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-k yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.
Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:

a. Penguji K3 yang bersangkutan;

b. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah; dan
d. Pejabat lain yang dianggap perlu.

VI. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWtrNANG MENBTAPKAN ANGKA KREDIT,
TIM PENILAI, TUGAS TIM PENILAI, DAN TIM TBKNIS.

A. SPESIMEN PEJABAT YANG BERWENANG MENBTAPKAN ANGKA KREDIT
I . Dalam rangka tertib administra si dan pengendalian, pejabat yang

berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tanda
tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian
Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

2. Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit, pejabat yang menggantikan harus membuat spesimen tanda
tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

B. TIM PBNILAI

1. Pejabat yang berwenang merretapkan angka kredit dalam
menjalankan kewenangannya dibantu oleh:

a. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi
Pengujian K3 pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
yang selanjutnya disebut Tim penilai pusat.

b. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi Pengujian K3 pada Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja.

c. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi K3 pada Instansi Pusat selain Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

2.

3.

4.
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d. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi K3 pada Instansi Daerah Provinsi yang selanjutnya
disebut Tim Penilai Provinsi.

e. Tim Penilai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi K3
pada Instansi Daerah KabupatenlKota yang selanjutnya disebut
Tim Penilai Kabupaten/ Kota.

2. Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengujian K3
dan kompetensi K3, unsur kepegawaian, dan penguji K3.

3. susunan keanggotaan Tim penilai, sebagai berikut:
a. Seorang Ketua merangkap anggota;

b. Seorang Wakil Ketua merangk.p anggota;

c. Seorang Sekretaris merangk.p anggota; dan
d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.

4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c berasal dari
unsur kepegawaian.

5. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d apabila lebih
dari 4 (empat), harus berjumlah genap.

6. Anggota sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d, paling kurang
2 (dua) orang dari Penguji K3.

7. Dalam hal komposisi jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada
angka 6 tidak dapat dipenuhi, maka anggota dapat diangkat dari
pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja
Penguji K3.

8. syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota, yaitu:
a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan

jabatan/pangkat Penguji K3 yang dinilai;
b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja

Penguji K3; dan

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

9. Masa jabatan anggota yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk masa jabatan berikutnya.

10. Anggota yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara
berturut-turut sebagaimana dimaksud pada angk d 9, dapat diangkat
kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

1 1. Dalam hal terdapat anggota yang pensiun atau berhalangan 6 (enam)
bulan atau lebih, maka ketua mengusulkan penggantian anggota
secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang
berwenang menetapkan Tim penilai.

12. Dalam hal terdapat anggota yang ikut dinilai, ketua dapat
mengangkat anggota pengganti.
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13. Dalam hal komposisi jumlah anggota tim penilai tidak dapat dipenuhi,
maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang
mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja penguji K3.

C. TUGAS TIM PENILAI

1. Tugas Tim Penilai pusat, yaitu:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi K3
Kementerian Ketenagakerjaan dalam menetapkan angka kredit
bagi Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan
ruang lVlb dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang
IV/c, di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Instansi pusat
selain Kementerian Ketenagakerjaan Instansi Daerah provinsi. dan
Instansi Daerah Kabupaten lKota; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat
Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kg Kementerian
Ketenagakerjaan yang berhubungan dengan penetapan angka
kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Tugas Tim Unit Ker:a, yaitu:
a. membantu Pejabat Pimpinarr Tinggi Pratama yang membidangi

pengujian K3 pada Kementerian Ketenagakerjaan dalam
menetapkan angka kredit bagi Penguji K3 Ahli Pertama pangkat
Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji K3 Ahli
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV la di lingkungan
Kementerian Ketenagakerjaan; dan

b- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian K3 yang
berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

3. Tugas Tim Penilai Instansi, yaitu:

a. membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi
pengujian K3 pada Instansi Pusai selain Kementerian
Ketenagakerjaan dalam menerapkan angka kredit bagi penguji K3
Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III / a sampai
dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang
IV /a di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian
Ketenagakerjaan; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian K3 pada
Instansi Pusat selain Kementerian Ketenagakerjaan yang
berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana
dimaksud pada huruf a.

4. Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:
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a. membantu Pejabat pimpinan Tinggi pratama yang ditunjuk yang
rriembidangi K3 pada Instansi Daerah provinsi dalam menetapkan
angka kredit bagi penguji K3 Ahli pertama, pangkat penata Muda,
golongan ruang IIIIa sampai dengan penguji K3 Ahli Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi
Daerah Provinsi; dan

b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oreh pejabat
Pimpinan Tinggi pratama yang ditunjuk yang membidangi K3 pada
Instansi Daerah provinsi yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

5. T\rgas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:
a. membantu Pejabat pimpinan Tinggi pratama yang membidangi K3

pada Instansi Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka
kredit bagi penguji K3 Ahii pertama, pangkat penata Muda,
golongan ruang III/a sampai dengan penguji K3 Ahli Madya,
pangkat .Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi
Daerah Kabupaten/ Kota; dan

b, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat
Pimpinan Tinggi, pratama yang membidangi K3 pada Instansi
Daerah Kdbupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

D. TIM TEKNIS

l. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk
Tim Teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli, baik yang berstatus
sebagai PNS atau bukan berstatus pNS yang mempunyai kemampuan
teknis yang diperlukan.

2. Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat
kepada Ketua Tim penilai daram hal memberikan penilaian atas
kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerrukan
keahlian tertentu.

3. Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua
Tim Penilai.

4. Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat
kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan
keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

VII. KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN JABATAN, DAN ANGKA KREDIT
PENGEMBANGAN PROFESI.

A. KENAIKAN PANGKAT

1. Kenaikan parrgkat Penguji K3, dapat dipertimbangkan, apabila:
a. Paliirg sirrgkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
c. Nilai prestasi kerja paring kurang bernilai baik dalam 2 (dua)

tahun terakhir.
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Kenaikan pangkat Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV lb menjadi pangkat Pembina Utama Muda,
golongan ruang IY f c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat
pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Kenaikan pangkat PNS Kementeriau Ketenagakerjaanyang menduduki
Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda,
golongan ruang III f a rnenladi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang
IIIIb sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat
I, golongan ruang IV lb, ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan
setelah mcndapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian
Negara.

Kenaikan pangkat PNS instansi Pusat selain Kementerian
Ketenagakerjaan yang menduduki Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang IIIIa menjadi penata
Muda Tingkat I, golongan rr-lang III/b sampai dengan penguji K3 Ahli
Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang lVlb, ditetapkan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing setelah
mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Kenaikan pangkat PNS Daerah Frovinsi yang menduduki Jabatan
Fungsional Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Mud.a, golongan
ruang Illla menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan rua,ng IIII1
sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang
bersangkutan.

Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupa tenlKota yang menduduki
Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat penata Muda,
golongan ruang III /a rnenjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang
III/b sampai dengan Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
Kabupaten lKota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan
teknis Kepala Karrtor Regional Badan Kepegawaian Negara yang
bersangkutan.

Kenaikan pangkat PNS Daerah Kabupaten lKota yang menduduki
Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d menjadi Penguji K3 Ahti Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang lY la dan Pembina Tingkat I, golongan ruang
IV lb ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat
persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian
Negara yang bersangkutan.

8. Kenaikan pangkat Penguji K3 dalam jabatan yang lebih tinggi dapat
dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan

3.

4.

5.

6.

7.



15

Cclntoh:

Sdr. Fiddy, ST, NIP. 19800505 200604 1 OO1 jabatan penguji K3 Ahli
Pertama terhitung mulai tanggal 1 Maret }OLO, pangkat penata Muda
Tingkat I, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2010.

Berdasarkan hasil penilaian pada bulan Januari tahun 2OIZ, sdr.
Fiddy, ST memperoleh angka kredit sebesar 2OS dan akan
dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi penata,
golongan ruang III I c terhitung mulai tanggal 1 April 2 O 1 3. Maka
sebelum dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu
ditetapkan kenaikan jabatannya menjadi Penguji K3 Ahli Muda.

g. Penguji K3 )'ang rnemiliki angka kredit melebihi angka kredit yang
ditentukan untuk kenaikan jabatan dan I atau pangkat setingkat lebih
tinggi, kelebihan angka kredit rdapat diperhitungkan untuk kenaikan
jabatan dan/ atau pangkat berikutnya.
Contoh:

Sdr. Kuswara, ST, NIP. 19751016 Lgg6O4 1 Ol0 jabatan penguji K3
Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c terhitung mulai
tanggal 1 April 2OI4. Pada waktu naik pangkat menjadi penata,
golongan ruang III I c, yang bersangkutan memperoleh angka kredit
sebesar 2tO.

Adapun angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi
Penata, golongan ruang III I c yakni 2OO, dengan demikian sdr.
Kuswara, ST memiliki kelebihan angka kredit 1O dan dapat
diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

10. Penguji K3 pada tahun pertama teiah memenuhi atau melebihi angka
kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dan latau pangkat
dalam masa jabatan dan/atau pangkat yang didudukinya, maka pada
tahun kedua diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang
20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan
untuk kenaikan jabatan dan latau pangkat setingkat lebih tinggi yang
berasal dari kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3.
Contoh:

Sdr. Fachri, S.Si NIP 198502 10 2OO8O3 1 OO1, jabatan penguji K3 Ahli
Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III la terhrtung mulai
tanggal 1 April 2008.

Dari penilaian prestasi kerja Januari 2OOB sampai dengan Desember
2OI1 ditetapkarr angka kredit sebesar 160 dan dipergunakan untuk
kenaikan pangkat menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang
III/b terhitung mulai,tanggal I April 2OI2.

Berdasarkan penilaian prestasi kerja Januari 2012 sampai dengan 3l
Desember 2OI2, sdr. Fachri, S.Si telah mengumpulkan angka kredit
sebesar 45 sehingga dalam tahun pertama masa pangkat yang
didudukinya 31 Maret 2OI3 telah memiliki angka kredit yang dapat
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dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata, golongan
ruang III I c yakni sebesar 205.

Dalam hal demikian, pada tahun kedua masa pangkat yang
didudukinya 31 Maret 2OI4 untuk kenaikan pangkat menjadi penata,
golongan ruang IIIIc sdr. F-achri, S.Si wajib mengumpulkan angka
kredit paling kurang 20% x 50 = t o angka kredit.

I 1. Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan
ruang IV lc, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib
mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari
kegiatan pengujian K3 dan kompctensi K3 dan pengembangan profesi.
Contoh:

Sdri. Ir. Intani, MSc, 19601 115 198703 1 OO1 jabatan penguji K3 Ahli
Madya pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung
mulai tanggal 1 Oktober 2OlI. Yang bersangkutan naik pangkat
menjadi Pembina Utama Nluda, golongan ruan g IV lc terhitung mulai
tanggal 1 Oktober 2OI4.
Dalam hal demikian, Sdri. Ir. Intani, MSc setiap tahun sejak tanggal 1

Oktober 2OI4 menduduki pangkat Pembina Utama Muda, golongan
ruang IY f c, wajib mengumpulkan angka kredit sebesar ZO dari
kegiatan pengujian K3 dan kompetensi I(3 dan pengembangan profesi.

B. KENAIKAN JABATAN

1. Kenaikan jabatan Penguji K3, dapat dipertimbangkan apabila:
a. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
b. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan; dan
c. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua)

tahun terakhir.
Kenaikan jabatan Penguji K3 Ahli Pertama untuk menjadi penguji K3
Ahli Muda sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya ditetapkan oleh
Pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Keputusan kenaikan jabatan Penguji K3 dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-l yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

C. ANGKA KREDIT PBNGEMBANGAN PROFESI

1. Penguji K3 Ahli Pertatna, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan
ruang IIIIb yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3
Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/ c angka kredit
kumulatif minineal yang disyaratkan, paling sedikit 2 (dua) dari unsur
pengembangan profesi.

2. Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang IIIIc yang
akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan, paling sedikit 4
(empat) dari unsur pengembangan profesi.

2.

3.
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3. Penguji K3 Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Ahli Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV la angka kredit kumulatif
minimal yang disyaratkan, paling sedikit 6 (enam) dari unsur
pengembangan profesi.

4. Penguji K3 Ahli MaCya, pangkat Pembina, golongan ruang Iyla yang
akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IVlb
angka kredit kumulatif minimal yang disyaratkan, paling sedikit g
(delapan) dari unsul: pengembangan profesi.

5. Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang
lV lb yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda,
golongan ruang IV lc angka kredit kumulatif minimal yang
disyaratkan, paling sedikit 12 (dua belas) dari unsur pengelnbangan
profesi.

6. Angka kredit dari Llnsur pengemirangan profesi yang dipersyaratkan
untuk kenaikan pangkat dan latau jabatan masing-masing
sebagaimana ,limaksud pada angka 1 sampai dengan 5 tidak bersifat
kumulatif.

Contoh:

Sdr. Yudi, ST, NIP. 19760607 200604 1 0O 1, jabatan Penguji K3 Ahli
Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Ahli Muda,
pangkat Penata, golongan ruang III I c, Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d sampai dengan menjadi Penguji K3 Ahli Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV la, pangkat Pembina Tingkat I, golongan
ruang lV lb dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV /c,
yang bersangkutan telah mengumpulkan angka kredit dengan rincian
sebagai berikut:
Untuk naik jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Ahli Muda,
pangkat' Penata, golongan ruang III I c telah mengumpulkan angka
kredit dengan rincian sebagai berikut:
a. Tugas pengujian K3 dan kompetensi K3 : 3g
b. Pengembangan profesi membuat 1 (satu) naskah

tulisan ilmiah populer di bidang K3 = 2
Untuk kenaikan pangkat berikutnya menjadi penata Tingkat I,
golongan ruang III I d, telah mengumpulkan angka kredit dengan
rincian sebagai berikut:
a. Tugas pengujian K3 dan kompetensi K3 : Tz
b. Pengembangan profesi:

1) menyadur I (satu) naskah bidang K3 = 1,5
2) sebagai pemarasaran dalam pertemuan ilmiah

bidang K3 = 2,5

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Ahli Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang lV f a, telah mengumpulkan angka
kredit dengan rincian sebagai berikut:
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a. Tugas pengujian K3 dan kompetensi K3

b. Pengembangan profesi:
Membuat 1 ( satu ) naskah majalah ilmiah yang
diakui oleh LIPI = b

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Ahli Madya,
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/ b, telah
mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:
a. Tugas pengujian dan kompetensi K3 =: I42
b. Pengembangan profesi:

Menyusun. 1 (satu) pedoman bidang pengujian K3 : B

Untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Penguji K3 Ahli Madya,
pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang ry lc, telah
mengumpulkan angka kredit dengan rincian sebagai berikut:

74

= 138a. Tugas pengujian K3 dan kompetensi K3
b. Pengembangan profesi:

1) Membuat karya tulis dalam bentuk buku
2l Membuat majalah ilmiah yang diakui LIPI

VIII. PBMBEBASAN SEMENTARA DAN PENURUNAN JABATAN

T2

6
6

A. PEMBEBASAN SEMENTARA

Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang llI I a
sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila
telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi
angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi
Pengu.ii K3 yang jabatannya lebih rendah dari pangkat yang dimiliki.
Contoh:

Sdr. Drs. Agus wijaksono, M.si, NIp. 19690912 19920g 1 0og,
pangkat Pembina, golongan ruang IY /a terhitung mulai tanggal I
Oktober 2008, jabatan Kabid Pelayanan Teknis pada Balai Besar K3.
Yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional penguji K3
Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2OOg dengan angka kredit
sebesar 285

Mengingat jet jang jabatan yang bersangkutan lebih rendah dari
pangkat, yang dimiliki, maka apabila dalam jangka waktu S (lima)
tahun sejak diangkat dalam .Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli Muda
yaitu 1 Juni 2OO9 sampai dengan 31 Mei 2OI4 tidak dapat memenuhi
angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan sesuai pangkat yang
dimiliki yakni Penguji K3 Ahli Madya angka kredit 400, maka yang
bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Mei 2ol4 dibebaskan
sementara dari jabatan fungsional penguji K3 Ahli Muda.
Penguji K3 Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a
sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruan g IY lb, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila
telah 5 (limai tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi

1.

2.
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angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi
Pengrrji K3 yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak
diangkat dalam jabatan terakhir.
Contoh:

sdr. Rizaldi, sT, NIP. L977O912 20ooo3 I oo 1, pangkat penata,
golongan ruang IIIIc terhitung mulai tanggal 1 Oktober 200g, yang
bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 Ahli
Muda ter'hitung mulai tanggal 1 Februari 2OOg dengan angka kredit
sebesar 2IO.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam
Jabatan Fungsionai Penguji K3 Ahli Muda yaitu 1 Februari 2OOg
sampai dengan 31 Januari 2Ol4 tidak dapat memenuhi angka kredit
kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d dengan angka k.edit 3OO, maka yang
bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Januari ZOI4 dibebaskan
sementara dari Jabatan Fungsional penguji K3 Ahli Muda.
Penguji K3 Ahli Pertarna, pangkat Penata Muda, golongan ruang III I a
sampai dengan Penguji K3 Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I,
golongan ruang IV lb, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila
telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi
angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
bagi Penguji K3 yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak
diangkat dalam jabatan terakhir.
Contqh:

Sdr. Ir. Handoko, M.Sc, NIP. 19670302 lgg2og 1 004, penguji K3 Ahli
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang ry la, terhitung mulai
tanggal 1 April 2006. Yang bersangkutan naik pangkat menjadi
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1

April 2OO9 dengan angka kredit sebesar 590.

Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak naik pangkat
menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yaitu 1 April 2OOg
sampai dengan 31 Maret 2OI4 tidak dapat memenuhi angka kredit
kumulatif untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda,
golongan ruang rY lc dengan angka kredit Too, maka yang
bersangkutan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2OL4 dibebaskan
sementara dari jabatarr fungsional penguji K3 Ahli Madya.
Penguji K3 Ahli Madya, pangkat pembina utama Muda, golongan
ruang IV lc dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap
tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling
kurang 20 (dua putuh) angka kredit dari kegiatan pengujian K3 dan
kompetensi K3 dan pengembangan profesi.
Contoh:

sdr. Dra. Nuraini, M.sc, NIp. 19690g 1o rgg 106 1 002, jabatan
Penguji K3 Ahli Madya, pangkat pembina utama Muda, golongan

4.
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ruang IYlc terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2OI3, dengan angka
kredit sebesar 705.

Apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat Pembina Utama
Muda, golongan rr-rang IY lc yakni 1 Oktober 2OIS tidak dapat
memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan
pengujian K3 dan kompetensi K3 dan pengembangan profesi, maka
yang bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional
Penguji K3 Ahli Madya.

5. Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 1,
angka'2, angk? 3, dan angka 4, Penguji K3 dibebaskan sementara dari
jabatanny&, apabila:

a. Diberhentikan sementara sebagai pNS;

b. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional penguji K3;
c. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan

anak keempat dan seterusnya; atau
d. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

6- Pembebasan sementara bagi Pengrrji K3 sebagaimana dimaksud pada
angka 1, angkd 2, angka 3, dan angka 4, didahului dengan peringatan
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan
sebelurn batas waktu pembebasan sement ara, dibuat menurut contoh
formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiral I-m yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

7. Keputusan pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional penguji
K3 dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam
Anak Larrrpiran I-n yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bersama ini.

PBNURUNAN JABATAN.

1. Penguji K3 yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah,
melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang baru.

2. Penilaian prestasi kerja Penguji K3 selama menjalani hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1, dinilai sesuai dengan
jabatan yang baru.

3. Jumlah angka kredit yang dimiliki Penguli K3 sebelum dijatuhi
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 tetap dimiliki
dan dipergunakan untuk pengangkatan kembali dalam jabatan
semula.

4. Angka kredit yang diperoleh dari prestasi kerja dalam jenjang jabatan
sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperhitungkan untuk kenaikan
pangkat atau jabatan setelah diangkat kembali ke jabatan semula.
Contoh:

Sdr. Damian, ST, NIP. 19761016 200004 1 010 jabatan penguji K3
Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang IIIld, dengan
angka kredit sebesar 300. Yang bersangkutan dijatuhi hukuman
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disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan
jabatan setingkat lebih rendah menjadi Penguji K3 Ahli pertama
terhitung mulai tanggal 20 Maret 2OI1 dalam hal demikian:
a. Sdr. Damian, ST, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/ d

diturunkan dari Penguji K3 Ahli Muda rnenjadi penguji K3 Ahli
Pertama dengan angka kredit sebesar 3OO.

b. Sdr. Darnian, ST diberikan tunjangan jabatan fungsional penguji
K3 Ahli Pertama.

c. Sdr. Damian, ST dapat diangkat kembali ke jabatan penguji K3
Ahli Muda dalam ketentuan sebagai berikut:
1) paling singkat telah I (satu) tahun terhitung sejak dijatuhi

hukuman disiplin;
2) menggunakan angka kredit terakhir sebelum dijatuhi hukuman

disiplin yaitu 300 angka kredit; dan
3) memenuhi syarat lain sesuai peraturan perundang-unclangan.

d- Selama menduduki Penguji K3 Ahli Pertama, Sdr. Damian, ST
memperoleh angka kredit sebesar 50.

e. Setelah 2 (dua) tahun diangkat kembali ke dalam jabatan penguji
K3 Ahli Muda, Sdr. Damian, ST memperoleh angka kredit sebesar
55.

f. Dalam hal demikian Sdr. Damian, ST, dapat dipertimbangkan
untuk naik jabatan menjadi Penguji K3 Ahli Madya dengan angka
kredit sebesar 405 yang berasal dari:
1) angka kredit terakhir sebesar 3OO;

2) angka kredit yang diperoleh selama menduduki jabatan penguji
K3 Ahli Pertama sebesar SO; dan

3) angka kredit yang diperoleh setelah diangkat kembali dalam
jabatan Penguji K3 Ahli Muda sebesar 55.

IX. PENGANGKATAN KEN/BALI

1. Penguji K3 yang dibebaskan sementara karena:

c.

Telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi
angka kredit untuk kenaikan' jabatan setingkat lebih tinggi bagi
Penguji K3 yang jabatannya lebih rendah clari pangkat yang dimiliki.
Telah 5 (lirna) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat memenuhi
angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi
Penguji K3 yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak
diangkat dalam jabatan terakhir.
Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat memenuhi
angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi Penguji K3 yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak
diangkat dalam jabatan terakhir.

a.

b.
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d. Setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi
paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian
K3 dan kompetensi K3 dan pengembangan profesi bagi penguji K3
Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

diangkat kembali dalam jabatan Penguji K3, apabila telah memenuhi
angka kredit yang ditentukan.

2. Penguji K3 yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara
sebagai PNS, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional penguji
K3 apabila telah diaktifkan kembali sebagai PNS, atau pemeriksaan oleh
yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dinyatakan bahwa yang
bersangkutan tidak bersalah.

3. Penguji K3 Ahli Pertama dan Ahli Muda yang dibebaskan sementara
karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional penguji K3,
dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional penguji K3 apabila
berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahurr.

4. Penguji K3 Ahli Madya yang dibebaskan sementara karena ditugaskan
secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penguji K3, dapat diangkat
kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 apabila berusia paling
tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun.

5. Penguji K3 yang dibebaskan sementara karena menjalani cuti di luar
tanggungan negara, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Penguji K3 apabila teiah selesai menjalani cuti di luar ranggungan
negara

6- Penguji K3 yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar
lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Penguji K3 apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

7. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional penguji K3
sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, dapat dilakukan
dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai
peraturan perundang-undangan paiing kurang 6 (enam) bulan sebelum
usia yang dipersyaratkan berakhir.
contoh:

Sdr. Ir. Budiman, NIP. 19600707 199 103 1 001, jabatan penguji K3 Ahli
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV la yang bersangkutan
dibebaskan sementara, dari jabatan Penguji K3 dan diangkat dalam
j abatan Administrator.
Apabila yapg bersangkutan akan diangkat kembali ke dalam jabatan
fungsional Penguji K3, maka usulan sudah diterima oleh pejabat sesuai
peraturan perundang-undangan paling lambat Januari 2OI4.

8. Pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional penguji K3
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penguji K3 yang diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional

Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan
angka kredit terakhir yang dimiliki dan ditambah dengan angka
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kredit dari kegiatan pengujian K3 dan angka kredit dari
pengembangan profesi yang diperoleh selama dalam pembebasan
sementara.

b. Penguji K3 yang cliangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional
Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 4
rnenggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.

c. Penguji K3 yang diangkat kembali ke 'dalam Jabatan Fungsional
Penguji K3 sebagaimana dimaksud pada angka 3, angka 4, dan
angka 5, menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat
ditarnbatr dengan angka kredit dari pengembangan profesi yang
diperoleh selama dalam pembebasan sementara.

9. Keputusan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji K3
dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak
Larmpiratr I-o 5'ang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bersama ini.

PEMBERHENTIAN

1. Penguji K3 diberhentikan dari jabatannyn, apabila dala.m jangka waktu 1

(satu) tahun sejak dibebaskan semerrtara dari jabatannya sebagaimana
dimaksud pada angka romawi VIII huruf A, tetap tidak dapat memenuhi
angka kredit yang ditentukan.

contoh:
Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.Si, NIP. 19740912199608 1008 telah
dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Penguji I{3 Ahli Muda
terhitung mulai tanggal 31 Mei 20L4.
Sdr. Drs. Agus Wijaksono, M.Si, tetap tidak dapat memenuhi angka
kredit yang disyaratkan sampai dengan tanggal 3 I Mei 20 15 maka yang
bersangkutan diberhentikan dari jabatannya terhitung mulai tanggal 31
Mei 2015.

2. Keputusan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penguji K3 dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran
I-v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama
ini.

PENYESUAIAN I INPASS//VG DALAM JABA.,TAN DAN PANGKAT
1. PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Repr:blik Indonesia Nomor g6
Tahun 2Ol4 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengujian K3
dan kompetensi K3 berdasarkan keputusan pejabat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, dapat disesuaikan/ dtinpassing dalam
Jabatan Fungsional Penguji K3, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. berij azah paling rendah sarjana (s 1)/ Diploma IV (DIV);
b. menduduki pangkat paling rendah Penata Mud.a, golongan ruang

III I a; dan

c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam I (satu) tahun
terakhir.

XI.
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Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian linpassing dalam Jabatan
Fungsional Penguji K3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
Peraturan Menteri Pendayagunaan Apa.ratur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OL4.

Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut pada angka 2, hanya
berlaku selama masa penyesuaian/ inpassing.

Jenjang jabatan dalam rnasa penyesuaian/ inpassing ditetapkan
berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian linpassing
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2QL4, dihitung dalam pembulatan kebawah,
yaitu:
a. Kurang dari I (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
b. 1 (satu) tahun sampai clengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1

(satu) tahun;
c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2

(dua) tahun;
d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3

(tiga) tahun; dan
e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.

Untuk menjamin keseirnbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang
akan disesuarkanldiinpassing sebagaimana dimaksud pada angka 1,
maka pelaksanaan penyesuaian/ inpassing harus mempertimbangkan
formasi jaba.tan.

PNS yang dalam masa penyesuaian linpassing telah dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikanl
difnpas sing dalam Jabatan Fungsional Penguji K3 terlebih dahulu
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/
inpassing telah mempergunakan pangkat terakhir.

PNS yang telah disesuaikan I diinpassing dalam jabatan fungsional penguji
K3 untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi harus
menggunakan angtr<a kredit yang ditentukan, serta mentenuhi syarat lain
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Keputusan penyesuaian/ inpassing dalam Jabatan Fungsional Penguji K3,
ditetapkan oleh pejabat sesuai peraturan perundang-undangan dibuat
menurut contoh formulir sebagaimana tercantLlm pada Anak Lampiran I-
p yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

10. Penyesuaianlinpassing dalam Jabatan Fungsional Penguji K3, ditetapkan
terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2015 dan harus selesai ditetapkan
paling lambat pada tanggal 31 .Ianuari 2016.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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XII. PBNUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

MBNTERI
KETENAGAKERJAAN.

M. HANIF DHAKIRIEKO SUTRISNO



"26-

ANAK LAMPIMN I.a
PERATURAN BERSAMA
MENTERI I(E'I'ENAGAKERJAAN DAN
KEPAI,A BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN KETENTUAN
PELAKSANAAN PEFATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENGUJI K3
DAT.I ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI K3

KEPUTUSAN
M ENTERI / KEPALA LPNI{ / GUBERNUR / BUPATI / WALI KOTA* )

NOMOR:.......
TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3
M ENTERI / KEPALA LPNK/ GUB ERNUR/ B I. IPATI / WALI I(OTA, *)

Menimbang I a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal .... Peraturan Ivlenteri pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Inclorresia Nomor 36 Tahui 2OI4,perlu untuk mengangkat Saudara clalam Jabatan Fungsionai
Penguji K3:

Mengingat

b.

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun ,1994 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;4' Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
_ Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2O[q;
5. Peraturan Bersama tvlenteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor.....,.....;

MEMUTUSI(AN:

Terhitung mulai tanggal mengangkat pegawai Negeri Sipil:a. Nama
b. NiP ;:::: ::.:::: .::
9. l_angkat/golongan ruans,/TMT :....... .::::...::::::::::::::.:::::..::::::d. Unit kerja

daram iauatan .. dengan ;;;k; k;;Jii ;;il;;;; ......., i ...... ........)

4o".0+" ;;;;;i." r,",i ,"";;;; ;e;J;;;; ;;;.il^; ;;i;* ;.;;;;. ;J,, akandiadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana,..tl"yu.
Asli Keputusan ini.disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untukdiketahui dan diindahkan sebagaimana m."-tirrya.

ditetapkan di .

pada tanggal

TEMBUSAN : NIP.

L[:i.finff!atii.:{iHfr6'.:3r,il#,5??,fl :?trr*fAT$ffi **?!,1.6513'"r
^ lngt?nsi yang-bersangkutan;*)
9 y€JaD-ar_yang berwenang menetapkan angka kredit:4' Kepala Kantbr Pelayanin Pelbendaharaaii. xiEatiir.pala Biro/Bagian Keuangan Daerah_ ya+19 bersangkutari;*)
5. yeJar'at larn yeuxg dianggap perlu.

*)

**)
Coret yang tidak perlu.
Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN I-b
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG .

KETENTUAN PELAI(SANAAN KETENTUAN
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENGUJI K3
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH
KEPUTTJSAN PENGANGKATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DARI JABATAhI LAIN KE DAI,AM
JABATAN FUNGSIONAL PENGU.II I(3

Menimbang :4.

b.

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagairnana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2O[a;
5' Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegarvaian Negara

Nomor ...........:

KEPUTUSAN
M ENTE RI / KEPALA LPNK/ GUBERNU R/ B UPATI / WALI KOTA*)

NOMOR :.......
TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3

M E NTE RI / KEPALA LPNK/ GUB ERNUR/ BUPATI / WALI KOTA. * 
)

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Taiun ZOl4,
perlu mengangkat saudara .. . daram jabatan penguji K3;

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil:a. Nama
b. NIP
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :

d. Lrnit kerja : .....
dalam jabatan ..... dengan angka kredit sebesar .. (.... .......)

ditetapkan di .

pada tanggal

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

::::::::::::::::::::::::::::::::::::**)
Apabila kemudian hari ternyaia' ;;;Jil;; i;;k;ii*; ;;i;*' il;;;i;;"11' ,r,,, akandiadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untukdiketahui dan diindahkan sebagaimana meslinya.

NIP.

TEMBUSAN :

I Ii.pult Badan Kepegawaign_-Negara/Kantor legronal BKN yang bersangkutan; *)
2' Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau KoIa atau Biro/Sagian *ip-ega*aiar:

instansi yang bersangkutan ; 
*)

q P_ejabat_yang beru'enang menetapkan angka kredit;4. Kepal-a Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerahyang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIIIAN I-c
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN KETENTUAN
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENGUJI K3
DAN ANGKA KREDI]'NYA

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR USULAN PENETAPAN
ANGI(A KREDIT (DUPAK) DARI PIMPINAN UNIT KERJA
KEPADA PEJABAT PENGUSUL PENETAPAN ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
Pejabat Peng'.rsul Penetapan Angka Kredit Instansi masing-masing*)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan DUPAK atas nama-nama pegawai sebagai berikut untuk ditetapkan angka
kreditnva:

2. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Unit Kerja
(Paling rendarh Pejabat Pengawas)

NIP

*) Tuliskan jabatan pejabat pengusul penetapan angka kredit.

PANGIGT/GOLONGAN MASA KERJA
GOLONGAN

UNIT KERJA
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ANAK LAMPIRAN I-d
PERATURAN BtrRSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAIUAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN KETENTUAN
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAI{IJN 2014 TENTANG PENGUJI K3
DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH:
SURAT PENYAMPAIAN DAFTAR USULAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT (DUPAK) DARI PEJABAT PENGUSUL
KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN
ANGKA KREDIT

Kepada Yth.
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit*)
Di
Tempat

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penetapan angka kredit atas nama-nama pegawai sebagai berikut:

Demikian surat ini kami
ucapkan terima kasih.

sampaikan untuk mendapatkan penetapan, dan atas perhatiannya kami

Pejabat Pengusul instansi
Pu sat/ Provinsi/ Kabupaten / Kota*)

NIP

*) T\rlislah jabatan pejabat yarrg berwenang menetapkan angka kreclit.

PANTJKAT/ GOLONGAN MASA KERJA
GOLONGAN

UNIT KERJA
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ANAK LAMPIRAN I-e

PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENACAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN
2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PENGUJI K3 DAN ANGKA KREDITNYA

CONTOH

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGI(A KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3

INSTANSI ;

DAF-TAR U.SUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAhI F'UNGSIONAL PENGIJJI K3 AHLI PERTAMA

Nornor:

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d t
KETERANGAI.I PERORANGAN

Nanra

NIP

Nomor Seri Kartu Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang dipertritungkan angka kreditnya

Jabatan Penguji K3 / TIvIT

Masa kerja golongan lama

Masa kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGI{A KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

JUMLAH

UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN

Pendidikan sekolah dan mendapat getar/ijazih
Mengikuti pendidikan sekoiah dan mendapat gelar/ijazah

Doktor (S3)

llagister (S2)

Sarjana (S 1)/Diploma IV
Pendidikan dan pelatihan fungsionalTteknisTenguil K3 dan
memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan (srrpp)
atau Sertifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatiha' fung"@
K3 dan memperoleh Surat Tanda Tamar pendidikan dan
Pelatihan (S'ffPP) atau Sertifikat

larranya lebih ciari 960 iam
Iamanya antara 641-960 jam

lamanya antara 481-640 jam
lamanya antara 161-480 jam
Iamanya antara 81-160 jam
lamanya antara 31. 8O jam
lamanya antara 10-30 jam

Pendidikan dan pelatihan prajabatan
tulqgik$ pendidikan dan pelatihan prajabatan

Pendidikan dan pelatihan prajabatan gotongan ltt

PENGUJIAi\ K3 DAN KOMPETENSI K3

Perencanaan kegiatan K3

Melakukan perencanaan kegiatan K3
Menyusun program kerja kegiatan K3
M etaksanakan kaj i "tTglgt.ointa@Pengujian Higiene Industri
Melakukan koordinasi pengujiian hisiene industri :

Men gisi checklist rian_qrempersiapkan
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UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

Melaksanakan pengujian higiene industri :

Identifikasi faktor bahaya higiene industri :

Menyiapkan sarana dan prasarana walk-through su
Penilaian faktor bahaya higiene industri :

Mengambil sampel faktor fisika :

iklim kerja
pencahayaan
sinar ultra ungu

Mengolah data sampel faktor fisika /
Analisis sarnoel:

Menggunakan alat AAS/ACV
Menggunakan alat GC

Menggunakan alat GCMS

Menggun akan alat spectrometer
Menggunakan alat HPLC

Menggunakan alat X-RD
Menggunakan alat mikroshop phase kontras
Menggunakan mercuri ana.lyzer

Menggunakan FTIR

Menggunakan timbangan analitik
Menggunakan alat lainnya

durasi sampai dengan 60 menit
durasi lebih dari 6O menit

Perawatan / kalibrasi peraiatan
peralatan pengujian faktor fisika / biologi
peralatan'penguj ian faktor kirnia

Pengujian Kesehatan T'enaga Kerja
Melakukan koordinasi pengujian kesehatan tenaga kerja:

Mengisi checklist dan mempersiapkan peralatan pengujian
Meiaksanakan pengujian kesehatan tenaga kerja

Test Kesehatan
Anamnesa/interview
Pengujian visns
Pengujian rontgen foto thorax

Monitoring biologis :

Timbal dalanr darah
Phenol dalam urine
Asam hipurat
Cholirresterase

Melakukan perawatan/kalibrasi alat penzuiian kesehatan
Pengujian Ergonomi

Melakukan koordinasi penguiian

{gngisi checklist dan mempersiapkan peralatan pengujian
Melaksanakan pengujian ergonomi

Pengambilan sampel (tenaga kerja) :

mengukur anthropometri tenaga kerja
melakukan tes kebugaran jasmani

Mengambil sampel (sarana -prasarana kerja)
Melakukan perawatan / kalibrasi peralatan pengujian er

Pengujian Keselamatan Kerja
Melakukan koordinasi pengujian keselamatan kerja

Mengisi checklist dan mempersiapkan peralatan pengujiin
Melakukan pengujian keselamatan kerja

Uji pembumian/Arde
Uji tahanan insulator
Uji tak rusak
Uji AIat pelindung diri
Uji air industri :

Air ketel
Air pengisi ketel
Air limbah industri

Melakukan perawatan ,/ kalibrasi peratatan pengulian
keselamatan kerja

Pengujian Kompetensi K3

Melaksanakan pelatihan di bidang K3
M._84!e1 pe rawatan / karibrasi peralatan pen guj ian komperen
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UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGI(A KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Pengendalian K3

Melaksanakan pengukuran pengendalian K3

Melakukan uji coba produk pengendalian K3;

produk alat pelindung diri (APD)

Membuat simulasi pengujian kompetensi K3 :

melakukan uji coba sirnulator

Melakukan ujicoba kuesioner

Mengumpulkan data sekunder

Mengumpulkan dan memverifikasi oata primer

Pembuaran database nela

Mengelola data pelayanan K3
Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan K3

Pelaporan pelayanan K3

Membuat laporan akhir kegiatan pelayanan K3

PENGEMBAI.IGAN PROFESI

Pembuatan karya tuiis/ karya ilmiah di bidang K3

Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian,
survei di bidang K3 yang dipublikasikan daiam bentuk:

Dalam bentuk buku dan jurnal yang diterbitkan dan
diedarkan secara internasional

Dalam bentuk buktr dan jurnal yang diterbitkan dan
diedarkan secara internasional

Dalam majalah yang diakui oleh Instansi pembina

Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian di bidang
K3 yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di
perpustakaan:

Membuat tinjauan dan ulasan itmiatr i@
Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan
secara nasional

Dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi plmbina

Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di
brdang K3 5,2ng tidak dipublikasikan :

Dalam bentuk buku
dalam bentuk naskah

Membuat tuUsan ilmiah di bidang K3 yang disebarluaskln
melalui media massa yang merupakan satu kesatuan

Membua.t karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran, tinjauan,
gagasa,n atau ulasan ilmiah yang disarnpaikan dalam
pertemuan ilmiah atas inisiatif sendiri

Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan tainnya ai ilra^ang rs

Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lain di Uiaang K3
yang dipublikasikan dalam bentuk

Buku yang ditertritkan darr diedarkan secara nasional
Majalah ilmiah yang diakui oleh t,lpl

Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di
bidang K3 vang tidak dipublikasikan dalam bentuk

Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
Majalah ilmiah yang diakui oleh LIpl

Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam
penerbitan

Pembuatan buku pedoman/ ketentuan petatsanaaty tcetentuan
teknis di bidang K3

Membuat bukrt pedoman di bidang K3

Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang K3
Membuat ketentuan teknis di bidang K3

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 SD 3
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UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSLIR DAN BUTIR KEGIATAN

ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

JUMLAH

UNSUR PENUNJANG

PENUNJANG TUGAS PENGUJI K3

Pengajar/pelatih di bidang Ir-3

Mengajar atau rnelatih di bidang K3

Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidarg K3

Mengikuti seminar/ lokakarya di bidzurg K3 sebagai

Pemrasaran

Moderator/ pemballas/ narasumber

Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi tingkat

Pengurus aktif
Anggota aktif

Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai

Perolehan penghargaan / tanda j asa

Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalancana Karya
Satya:

30 (tiga puluh) tahun
2 iz} (dua puluh) tahun

10 (sepuluh) tahun
Perolehan gelar kesarjanaan iainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai

Doktor (S3)

Magister (S2)

Sarjana (S 1)/Diploma IV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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, Butir Kegratan jenjang jabatan di a.,as/di bawah *)
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I 2 3 + 5 6 I

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSTIR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan

2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan

3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan

4. dan seterusnya

NIP.

IV Catatan Pejabat Pengusul

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan 
)

(nama pejabat pengusul)

NIP.

\,1 Catatan Anggota Tinr Penilai

J..

2.

J.

4. oan seterusnYa

( Nama Penilai

NIP

(Nama Penilai II

NIP

vt Catatan Ketua Tim Penila

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai.

NIP.

(Nama 
)
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CONTOH

DAFTAR USUL PENE'IAPAN ANGI(A KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3

INSTANSI :

ANAK LAMPiRAN I-f
PERATIJRA,N BERSAMA

MENTERI KETENAGAR-]AAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARq, DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN 2014
.I'ENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3
DAN ANGKA KREDITNYA

MASA PENILAIAN :

Bulan

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3 AHLI MUDA

Nomor:

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis I(elamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Penguji K3 / TMT

Masa kerja golongan lama

Masa kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENCUSUL TIM PENILAI

UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN

Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah
Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat ge\ar/ijaeah

Magister (S2)

Sarjana (S 1) /Diploma IV
Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Renguii X3 dan
memperoleh surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan (srrpp) atau
Sertifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsionalTtetnis eengulr xs
dan memperoleh surat Tanda Tamat pendidikan clan pelatihan
(STTPP) atau Sertifikat

lamanya lebih dari 960 jam
lamanya antara 641-960 jarn
lamanya antara 481-640 jam
Iamanya antara 161-480 jam
Iamanya antara 8l-160 jam
lamanya antara 31-8O jam
lamanya antara 10-30 jam

Pendidikan dan pelatihan prajabatan
Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan

Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan ill
PENGUJIAN K3 DAN KOMPETENSI K3

Perencanaan kegiatan K3
Melakukan perencarraan kegiatan K3

Mempresentasikan program keria kegiatan
N{emeriksa program kerja kegiatan
Membuat draft kontrak kerjasama oenganlnauffiiliii usaha
Melaksanakan bimbingan teknis kegiatan K3
Ivl enyu sun skema sertifikasi
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UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Pengujian Higrene Industri
Melakukan koordinasi pengujian higiene industri :

Mengadakan perterrruan koordinasi kerja dengan tim
Melaksanakan pengujian higiene industri :

Identifikasi faktor bahaya higiene inciustri :

Memeriksa hasil survei
Penilaian laktor bahaya higiene industri :

Mengambil sampel faktor kimia

gas/fume/uap
Mengambil sampel faktor fisika :

Menyiapkan dan mengambil sampel fak."or biologi
Melakukan perhitrrngan hasil uji sampel kimia

Pengujian Kesehatan Tenaga Kerja
Melakukan koordinasi pengurjian kesehatan tenaga kerja:

Mengadakan pertemuan koordinasi kerja dengan tim
Melaksanakan pengujian kesehatan tenaga kerja

Test Kesehatan

Pengujian fisik
Pengujian spirometri
Pengujian audiornetri
Pengujian EKG (rekam jantung)
Konsultasi gizi kerja:

Menentukarr kalori menu yang dikonsumsi tenaga kerja
Mengolah data hasil uji kesehatan kerja
Melakukan analisis hasil uji kesehatan kerja

Pengujian Ergonomi

Melakukan koordinasi pengujian ergonom:
Mengadakan pertemuan koordinasi kerja dengan tim

Melaksanakan pengujian ergonomi
Pengambilan sanrpel (tenaga kerja) :

memeriksa sikap dan cara kerja
Mengolah data hasil uji ergonomi
t"t.t

Pengujian I{eselamatan Kerja
Melakukan pengujian keselamatan kerja

Uii Radiografi

Uji ketebalan pipa

Uji peralatan elektronik
Mengolah data hasil pengujian keselamatan kerja
Melakukan analisis data hasil pengujian keselanratan terla

Pengujian Kompetensi K3

Melakukan uji coba perangkat uji kompetensi K3
Merancang sertifikat di bidang K3

Pengendalian K3

M el aku kan observasi / iden tifikasi permasaia@
sebagar anggota

Melaksanakan pengukurau pengendalian K3 sebagai ketua
Membuat produk pengendalian K3 sebagai anggota
Melakukan uji coba produk pengendalian K3:

produk administratif
Melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian K3
Melaksanakan perawatan produk
Membuat simulasi pengujian kompetensi K3 :

merancang sarana dan prasarana simulasi
Menyusun metode dan sistim pengelolaan a.tauas. pe"iii'iirr
kompetensi K3

Melakukan monitoring Demegang sertifikat kompetensi K3
Pengkajian K3

Membuat kuesioner pengkajian

Mengolah data pengkajian K3

Melakukan analisis dan interpretasi data/uji statistik
Menyusun laporan akhir pengkajian K3
Memeriksa laporan akhir perrgkajian K3
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UNSUR YANG

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN

. : : .: .2.,:.,:-i :':- . ,,. , :.:.. r;;'r;lrr.r'.'i;ii::.

Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan K3

Memeriksa laporan akhir kegiatan pelayanan K3
PENGEMBANGAN PROFESI

ANGKA KREDIT MENURUT
JNSTANSI PENGUSUL

JUMLAH

Pembuatan karya tutis/ karya ilmiah di bidang K3

Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengujian, survei
di bidang K3 yang dipublika.sikan dalam bentuk:

Dalam bentuk buku dan jurnal yang diterbitkan dan diedarkan
secara rnternasional

Dalam bentuk buku dan jurnal yang diterbitkan dan diedarkan
secara internasional

Dalam majalah yang diakui oleh Instansi Pembina
Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian di biclang K3 yang
tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:

Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang
K3 yang dipublikasikan :

Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

Dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi pembina
Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan senairi di biaang
K3 yang tidak dipublikasikan :

Dalam bentuk buku
dalam bentuk naskah

Ivlembuat tuiisan ilmiah di bidang K3 yang disebarluaskan melalui
media massa yang merupakan satu kesatuan

Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran, tffiuan,
gagasan atau ulasan ihniah yang disampaikan dalam pertemuan
ilmiah atas inisiatif sendiri

Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bldang I€
Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan tain afEiaang K3 ya;E
dipublikasikan dalam bentuk

Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
Majalah ilmiah yang diakui oleh LIpl

Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang
K3 yang tidak dipublikasikan dalam bentuk

Buku yang dii.erbitkan dan diedarkan secara nasional
b jMajalah ilmiah yang diakui oleh LIpl

Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam peneibita;
Pembuatan buku pedoman/ ketentuan petaksanaanT tetentuan teknis
di bidang K3

Membuat buku pedoman di tridang K3
Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang K3
Membuat ketentuan teknis di bidang K3

JUMI,AH UNSUR I.ITAI\IA 1 SD 3

UNSUR PENUNJANG

PENUNJAIIG T(ICAS PENGUJI K3

Pengajar/pelatih di biclang K3

Mengajar atau melatih di bidang K3

Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang K3
Ivlengikuti seminar/ lokakarya di bidang K3 sebagai

Moclerator/ per^rbahas/ narasumber

Keanggotaan dalam organisasi profeii
Menjadi anggota organisasi profesi tingffi

Pengurus aktif
Anggota aktif

Keanggotaan clalam Tim penilai

Menjarli anggora Tim penilai

Perolehan penghargaan/ tanda j asa
Memperoleh penghargaan Ttan
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UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KDGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

30 (tiga puluh) tahun

20 (dua puluh) tahun
lO (sepuluh) tahun

Perolehan gelar kesarjanaan lainnya t

Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan

Magister (S2)

Sarjana (S 1) / Diploma IV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

JUMLAH UI\ISUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan telah melakuka.n kegiatan

2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan

3, Surat pernyataan telah melakukan kegiatan

4, dan seterusn-ya

NIP.

IV Catatan Pejabat Pengusul :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Catatan turggota Tim Penilai :

(jabatan )

(nama pe.jabat pengusul)

NIP,

t.

2.

3.

4. dan seterusnya

Catatan Ketua Tim Penilai

-

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( Nama Penilai

NIP.

(Nama Penilai

NIP.

\/l

Ketua Tim Penilai,

NIP.

(Nama )
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CONTOTI

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3

INSTANSI :

ANAK LAMPIRAN I-g

PERATURAI{ BERSAMA

MENTERI KETENAGARJAAN DAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN
M T'NTERI PENDAYACUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPI.JBLIK INDCNESIA NOMOR .,. TAHUN 2014
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3
DAN ANGKA KREDITIIIYA

MASA PENILAIAN :

Bulan

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3 AHLI MADYA

Nomor:

Mempresentasika:r proposal/kerangka acuan perencanaan
Menyusu-n perangkat uji kompetensi K3

KETERANGAN PERORANGAN

Nomor Seri Kartu Pegawai

Tempat dan Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya

Jabatan Pengrrji K3 / TMT

Masa kerja golongan lama

Masa kerja golongan baru

Unit Kerja

UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUIT DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

INSTANSI PENGUSUL

UNSUR UTAMA

PENDIDIKAN

Pen didikan sekolah dan mer.da p at gelar / ij azatl

Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat gelar/rjazah
Doktor (S3)

lvlagister (S2)

Sarjana (S 1) /Diploma IV
Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Penguji K3 dan
memperoleh surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan (srrpp) atau
Serrifikat

Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis penguji K3
dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan
(STTPP) atau Sertifikat

lamanya lebih dari 960 jam
lamanya antara 641-960 jan:
lamanya antara 481-640 jam
lamanya antara 161-480 jam
lamanya antara 81-160 jam
lamanya antara 31-80 jam
lamanya antara 10-30 jam

Pendidikan dan pelatihan prajabatan
[."gtk"ti p."Aidtk an prajabatan

PENGUJIAN K3 DAN KOIVjPETENSI K3
Perencanaan kegiatan K3

Melakukan perencanaan

Menyetujui prcgram

Membuat proposal/kerangka acuan perencanaan kegiatan K3
Memeriksa proposal/ kglengka acuan perencanaan kegiatan K3
Menyetujui proposal / kerangka acuan perencanaan kegiatan

Mempresentasikan perangkat uji kompetensi K3
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LINSUR YANG

ANGKA KREDIT MENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL

Pengujian Higiene Industri
Melaksanakan pengujian higiene intiustri :

Identifikasi fak;tor bahaya higiene industri :

Melakukan walk-through survey
Menentukan jenis, jumlah, dan lokasi/titik pengujian
Menyetului hasil survei

Penilaian faktor bahaya higiene iudustri :

M engkoordinir pengambilan sampel

Memverifikasi dan mengolah data hasil perhitungan
per parameter

Meiakukan pengujian higiene industri di tempat kerja
beresiko tinggi

Pengujian Kesehatan Tenaga Iterja
Melaksanakan pengujian kesehatan tenaga kerja

Test Kesehatan
P..rg"Jl^" t.ead -til
Konsultasi gizi kerja:

Pengujian kantin/ nrang makan, dan sanitasi
makanan pekerja

Melakukan pengujian kesehatan tenaga kerja di tempat
kerja beresiko tinggi

Pengujian Keselamatan Kerja

Melakukan koordinasi pengujian keselarnatan kerja
lrlengadakan pertemuan koordinasi kerja dengan tim
Melakukan pengujian keselamatan kerja di tempat kerja
beresiko tinggi

Pengujian Kompetensi K3

Melaksanakan uji kompetensi K3

Melakukan kaji ulang uji kompetensi K3

Memeriksa rancangan sertifikat di bidang K3

Menyetului rancangan sertifikat di bidang K3

Pengendalian K3

Melakukan observasi /identifikasi permasalahan dt tempat
kerja sebagai ketua

Melakukan analisis masalah pengendalian K3

Menyusun rancangan pengendalian K3 :

rarrcangan teknis
rancangan administratif
rancangan alat pelindung diri (APD)

Membuat produk pengendalian K3 sebagai ketua
Melakukan uji coba produk pengendalian K3:

produk teknis
Mempresentasikan hasil uji coba produk pengendalian K3

Melaksanakan pengujian pengendalian K3

Melaksanakan modifikasi produk:
sebagai ketua
sebagai anggota

Membuat simulasi pengujian kompetensi K3 :

menyLlsun prosedur simulasi
Mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan di hidang K3

Pengkajian K3

M embu at project staternent
M ernpresen tasikan p roject statement

Mempresentasikan kuesioner pen

Mempresentasikan laporan kajian K3
5) llvlenyetujui laporan akhir

Penrbuatan database pelayanan K3
Membuat sistem informasi data pelayanan K3

Evaluasi dan Pelaporan Pelayanan K3

Evaluasi pelayanan K3

Melakukan evaluasi faktor bahaya higiene induitri,
kesehatan kerja, Ergonomi dan keselamatan kerja

Mempresentasikan hasil evaluasi faktor bahaya higiene
Felaporan pelayanan K3

Mempresentasikan laporan akhir kegiatan pelayanan K3
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UNSUR YANG DINILAI

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN
ANGKA KREDIT MENURUT

II.ISTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

Menyetujui laporan akhir kegiatan pelayanan K3

Membuat rangkuman laporan kegiatarr pelayanan K3
(Annual Report)

PENGEMBANGAN PROFESI

Pembuatan karya tulis/ karya ilmiah di bidang K3

Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil peneiitian, pengujian,
survei di bidang K3 yang dipublikasikan dalam bentuk:

Dalam bentuk buku dan jurnal yang diterbitkan dan diedarkarr
secara internasional

Dalam bentuk buku dan jurnal yang diterbitkan dan diedarkan
secara internasional

Dalam majalah yang diakui oleh Instansi Pembina

Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian cli bidang K3
yang tidak dipublikasikan, tetapi rlidokrimentasikan di
perpustakaan:

Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di
Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional

Dalam bentuk makalah yang diakui oleh Instansi Pembina
Membuat tinjauan dan ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di
bidang K3 yang tidak dipublikasikan :

Dalam bentuk buku
dalam bentuk naskah

Membuat tulisan ilmiah di bidang I€ yang disebarluaskan melalui
media massa yang merupakan satu kesatuan

Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa prasaran, tinjauan,
gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam perternuan
ilmiah atas inisiatif sendiri

Penerjemahan/penyadurarr brrku dan bahan lainnya di bidang K3

Menerjemahkan/rnenyadur buku dan bahan lain di bidang K3 yang
dipublikasikan dalam bentuk

Buku yang cliterbitkan dan diedarkan secara nasional
Majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang
I(3 yang tidak dipublikasikan dalam bentuk

Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
Majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan
Pembuatan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis
di bidang K3

Membuat buku pedoman di bidang K3

Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang K3
Membuat ketentuan teknis di bidang K3

JUMLAH UNSUR UTAMA 1 SD 3

UNSUR PENUNJANC

PENUNJANG TUGAS PENGUJI K3

Pengajarlpelatih di biciang K3

Mengajar atau melatih di bidang K3

Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang K3
Mengikuti seminar/ lokakarya di bidang K3 sebagai

Pemrasaran

Moderator/ pembahas/ narasumbe;

Keanggotaan dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi profesi tingkat nasional/ internasional
Pengurus aktif
Anggota aktif

Keanggotaan dalam Tim Penilai

Menjadi anggota Tim Penilai

Perolehan penghargaan/ tanda jasa

ttaempe @
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UNSUR YANG DINILAI

ANGKA KREDIT ENURUT
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI

JUMLAH

30 (tiga puluh) tahun
20 (dua puluh) tahun
l0 (sepuluh) tahun

Perolehan gelar kesarjanaan lainnya
Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan

Sarjana (S 1)/Diploma IV

JUMLAH UNSUR PENUNJANG
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/Ci bawah *)

I 2 3 4 5 6 7 8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

*) Dicoret yang tidak perlu
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III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :

1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan

2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan

3, Surat pernyataan telah melakukan kegiatan

4. dan seierusnva

I{IP.

IV Catatan Pejabat Pengusul

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

( jabatan 
)

(nama pejabat pengusul)

NIP.

\t Catatan Anggota Tim Penilai :

I.

2.

3.

4. dan seterusnva

( Nama Penilai

NIP,

(Nama Penilai II

NIP

Catatan Ketua Trm Penilai :

1.

2.

3.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

NIP.

(Nama )
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CONTOFi
SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FIJNGSIONAL/
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3

-48-

ANAK LAMPIRAN I.h
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAI{ DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2OL4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI K3 DAN ANGKA KREDITNYA

SURAT PERNYATAAN

MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL/TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI I(3*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang
Jabatan
Unit keda

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah mengikuti pendidikan formal/pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penguji K3
sebagai berikut:*)

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

l o 3 iilt4rlli "..)' t',6" ':',,7 I
1.

2.
3.
4.
5.

dst

*) Coret yang tidak perlu.

NIP
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ANAK LAMPIRAN I-i
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAIGRJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGAM DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2OT4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI K3 DAN ANGKA KREDITI{YA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGUJIAN K3 DAN
KOMPETENSI K3

SURAT PERI{-YATAAN

MELAKUKAN KEGIAIAN PENGUJIAN K3 DAN KOMPETENSI K3

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengujian K3 dan kompetensi K3 sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Keeiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti lisik

1
I 2 3 4 5 6 7 l'8
I
2.
3.
4.
5.

dst

NIP
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ANAK LAMPIRAN I-J
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAI{SANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL.PENGUJI K3 DAN ANGKA KREDITI{YA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruangi TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagairnana mestilya.

Atasan Langsung

NIP

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuarr
Hasil

Jumlah
Volume
Kegiatan

Angka
Kredit

Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

a.J 2 3 4, D,. :,;$,,:.: ,',7: I
1

2.
3.
4.
5.

dst
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ANAK LAMPIRAN I-K
PEIIATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAI! KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAI'I APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2OT4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI K3 DAN ANGI{A
KREDITNYA

CONTOH
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENUNJANG PENGUJI K3

SURAT PERNYATAAN

MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENGUJI K3

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Menyatakan bahwa:

Nama
NIP
Pangkat/ golongan ruang/TMT
Jabatan
Unit kerja

Telah melakukan kegiatan penunjang Penguji K3 sebagai berikut:

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atasan Langsung

No Uraian Kegiatan Tanggal Satuan
Hasil

Jumlah
Volume
Kesiatan

Angka
Kredit

.Jumlah
Angka
Kredit

Keterangan/
bukti fisik

1
I 2 4 5 6 7 I
I
2.
3.
4.
5.

dst

NIP
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ANAK LAMPIRAN I-I
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2OT4 TENTANG JABATAN
FUT{GSIONAL PENGUJI K3 DAN ANGI$
KREDITNYA

CONTOH
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Instansi:

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOIdOR:.....

Masa Penilaian:

KETERANGA}.I PERORANGAN

Nomor Seri I{ARPEG
Panekat/ Golonean ruans TMT
Tempat dan Tanssal lahir

Pendidikan yans diperhitun n anqka kreditnva
Jabatan Fungsional/TMT
Unit Keri

PENETAPAN ANGKA KREDIT JUMLAH
UNSUR UTAMA

1) Pendidikan formal
Jabatan

Funssional Pensuii K3
3) Pendidikan dan pelatihan Praiabatan
Pensuiian K3 dan Kompetensi K3
Pengembangan Profesi

Jumlah Unsur Utama

UNSUR PENUNJANG
Penuniang Tugas Pranata Humas
Jumlah Unsur Penunian

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG

DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABA'TAN ...
PANGKAT .... .. / TMT

ASLI disampaikan dengan hormat kepada:
Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan

Tembusan disampaikan kepada:
1. Penguji K3 yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. ; dan
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

Ditetapkan di .

pada tanggal

Nama Lengkap
NIP. .
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ANAK LAMPIRAN I-m
PERATURAN BBRSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REITORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2OL4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI K3 DAN ANGKA
KREDITNYA

CONTOH
KEPUTUSAN KENAII(AN JABATAN DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEPUTUSAN
M ENTE RI / KEPALA LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI / WALI KOTA* )

NOMOR:.......
TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3

M ENTE RI / KEPALA LPNK/ GUBERNU R / BUPATI / WALI KOTA, * 
)

: a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Repubhk Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 dan peraturan

::::::i':Tit"i:Hff :]llffi;*.ffi ."irlxio.fi 
1:?r,r*ff,*'i*"i::;

b.

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun L994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimarra telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nornor 36 Tahun 2014;
Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor ... , .......;

MEMUTUSKAN:

Terhitung mulai tanggal .., mengangkat pegawai Negeri Sipii:
a. Nama
b. NIP
c. Pangkatlgolongan ruang,/f141 L.....
d. Unit kerja

clari Jabatan Fungsional Penguji K3 Jabatan
Fungsional Penguji K3 jenjang .

.......)
(

**)

3.

4.

5.

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

TEMBUSAN: NIP.

t. Penguji K3 yang bersangkutan;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan4. Pejabat lain yang dianggap perlu.
*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum J'ang dianggap perlu.

4i;.'1'; il;;;i; ;;;i i;;;;;;; ;;;J;;;i k;k;ii,";; ;;il u;oJ,,.^" ini, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan.ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



r:t

I
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ANAK LAMPIRAN I-n
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2OT4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI K3 DAN ANGIG KREDITNYA

SURAT PERINGATAN

CONTOH
SURAT PERINGATAN

DARI
KEPADA YTH. : ....
ALAMAT

t. Dengan ini memberrtahukan dengan hormat, bahwa :

Nama

NIP

Pangkat/Gol. Ruang : ,.....
Jabatan .

Unit kerja

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan
tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2O14 dan Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ........... dan .... diminta agar Saudara dapat memenuhi
ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut cli atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara
dari Jabatan Pranata Humas.

4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal : ......

NIP.

Tembusan:
1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)

2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
yang bersangkutan; *)

3, Pimpinan unit kerja Penguji K3 yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.



CONTOH
IGPUTUSAN PEMB EBASAN S EI\iI ENTARA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA

KEPUTUSAN
MENTERI / KEPALA LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI / WALI KOTA *)

NOMOR: ......
TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGUJI K3

M ENTERI / KEPALA LPNK/ GUBERNUR/ BIJPATI / WALI KOTA, *)

NIP

1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2OL4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun Lgg4 sebagaimana

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2OlO;
3. Peraturan Perrrerintah Nomor 9 Tahun 2009 sebagaimana

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Repubiik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OL4;
5. Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala

Negara Nomor ...........;

MEMUTUSI(AN:

Terhitung mulai tanggal
Fungsional Penguji K3 :

a. Nama
b. NIP

-55-

ANAK LAMPIRAN I-o.
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN IGPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KBTENTUA},I PELAI(SANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2OL4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI K3 DAN ANGKA KREDITNYA

jabatan.
tanggal ..::::::::

perundang-undangan

telah diubah dengan

telah diubah dengan

Reformasi Birokrasi

Badan Kepegawaian

membebaskan sementara dari Jabatan

**)
**)

akan

ditetapkan di :.... ..
pada tanggal :.....,

b.

c. Pangkat/Golongan ruang/TMT
d. Unit Kerja

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT A;;ti; k;;;;t;;

diaciakan perbaikan
h-ari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan 1ni djgampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
untuk diketahui dan diindahkan sebagaimanfmestinya.

TEMBUSAN : 
NTP.

I Fgp"t" Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)2 Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
3' Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten lKota atau Biro/Bagian Kepegawaian

instansi yang bersangkutan;n)
I Pejabat yang berwen€urg menetapkan angka kredit;
5. Kepal,a Kantor Pelayanan Perbenciaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan.*)
*) Coret yang tidak perlu.
*") Diisi apabila ada penambahan diktum yang diar:ggap perlu.



CONTOH
KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBA LI

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
PERTAMA
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ANAK LAMPIRAN I-p
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TtrNTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2OT4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PEI{GUJI K3 DAN ANGKA
KREDITT\-YA

ditetapkan di .

pada tanggal

KEPUTUSAN
M ENTERI / KEPALA I,PNK/ GUBERN UR/ BU PATI / WALI KO A *)

NOMOR:.......
TENTANG

PENGANGI(ATAN KEMBALI DALAM JABATAN PBNGUJI K3

M E NTERI / KEPALA LPNK/ GUBERNUR/ BUPATI / WALI KOTA, * 
)

: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal .... Peraturan Menteri pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Taiun 2OI4,
perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam Jabatan Fungsionai
Penguji K3;

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2OI4;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun L994 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
Peraturan Peneerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2Oe9;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OL4;
Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor ....... ....;

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal . mengangkat kembali pegawai Negeri Sipil:a. Nama :..... :.......
b. NIP

b.

3.

4.

5.

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

c. Pangkatlgolongan ruang/TMT
d. Unit kerja

Dalam jabatan
(...............).

::::::::::**)
Apabila kerrrudia' hari t.r'y"i"' ;;;;";;; ;;;;il;; ;;i;; 

';;0";)"." 
ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini,disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana meslinya.

TEMBUSAN NIP.

1 $.pulu Pg4q Kepegawaian_-Negara/Kantor R-egional BSN yq{tg bersangkutan; ")2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaien atau KoTa atau BirdTBa-gi"tr X.prgawaian
_ mstansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan anska kredit:4. Kepal-a Kantor Pelay'anan Perbendaharadir NegaraTtKepala Biro/Bagian Keuangan Daerahyang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

") Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambatran cliktum yang dianggap perlu.
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ANAK LAMPIRAN I-q
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 'TAHUN 2OT4 TENTANG JABATAN
FUNGSIONAL PENGUJI K3 DAN ANGKA
KREDITI{YA

CONTOH
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN

KEPUTUSAN
M ENTERI / KEPALA LPNK/ GUB ERNUR/ BUPATI / WALIKOTA*)

NOMOR : ......
TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGUJI K3 KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGIGT BERAT
DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP/TIDAK DAPAT

MENGUMPULKAN ANGI.,.A KREDIT YANG DITENTUI(AN *)

MENTERI / KEPALA LPNK/ GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA, *)

Menimbang : a. NIP

Mengingat

b.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 7gg'4

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahurr 20I0;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Republik Indonesia Nornor 36 Tahun 2OL4;
6. Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan

Negara Nomor..........;

MEMUTUSI(AN :

Terhitung mulai tanggal
hormat dari Jabatan Fungsional Penguji K3:

memberhentikan dengan

a. Nama l

b. NIP :

c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :

d. Unit Kerja :

A;;ii; k;;;;t;; ;;;i ;;;;il; ;;;;;;; k;i;;ii;;;; ;;i; il;;t",.1,,,,, akan
diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan 

. 
ini disarnpaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di ...
pada ianggal ..............

NIP.

sebagaimana telah diubah dengan

sebagaimana telah diubah dengan

Negara dan Reformasi Birokrasi

de-n Kepala Badan Kepegawaian

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

TEMBUSAN :

I Sepala Pg.{"+ KepegawarSl-]'{ggara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau KoIa atau Bro/eiglan Kep"egawaian

lnslansl yang Dersangkutan;-l
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;4. Kepal.a Kanto-r Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala BirolBagian Keuangan Daerah

yang bersangkutan;*)
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu,



]
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ANAK LAMPIRAN I-T
PERATURAN BERSAMA
MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
KETENTUAN PELAKSANAAN KETENTUAN
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUT'I 2014 TENTANG PENGUJI K3
DAN ANGKA KREDITI{YA

CONTOH
KEPUTU SAN PENY E S UAIAN / /ivPA SS//VG
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI K3

KEPUTUSAN
M ENTERI / KEPALA LPN K / GUB ERNUR/ BUPATI / WALI I(OTA*)

NOMOR :,,.....
TENTANG

PENYESUAIAN / II{PA SS//VG DALAM JABATAN FU NGSI O NAL PENGUJI K3

M ENTERI i KEPALA LPNK/ GUB ERNU R / BU PATI / WALI KOTA, * 
)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP ....,.. dengan Keputusan ... Nomor , tanggal ......
terhitung mulai tanggal ... telah ditugaskan melakukan kegiatan pengujian K3
dan kompetensi K3 pada ......;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaarr Aparatur Negara dan
Refortnasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OI4, perlu menetapkan
keputusan penyesuaian linpassing dalam jabatan dan angka kredit Penguji K3;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4;
2. Pei'aturan Pemerinta.h Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor ... Tahun 2OL4;
5. Peraturan Bersama Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor ...... . ....:

Menetapkan :

PERTAMA :

MEMUTUSI(AN:

Terhitung mulai tanggal ...... mengangl<at Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama :.......
b. NIP r.,.......
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :.......
d. Unit keria

disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (... .... ,..)
sesuai dengan Lampiran V Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Reprrblik Indcnesia Nomor 36 Tahun 2ol4;

KEDUA : ... ....... **l
KETIGA : ... .........**)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan perhitungan liembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di .

paCa tanggal

NIP,

TEMBUSAN :

I I!.p"|. F*{q Kepegawai.an_.NggaralXantor Regional BEN yang bersangkutan; *)
2. Kepala tsKD Provinsi/BKD Kabupaten lKota at6u Biro/BaSan?epegawaran

lnstansl yang OersangKutan ;*)3. Pejabat yangnerwening meir6tapkan angka kredit:
4. Kepala Kantor Pelayanan PerbenCaharaan Negara/Kepala Biro/Bagtan Keuangan Daerah

yang bersangkutan;*)
5, Pejabat lain yang dia4ggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu.
"") Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.




